
GUBERNUR GORONTALC)

PERATURAN GUBERNUR GOROIJTAI.O

NOMOR 43 TAHUN 2OI2.

TENTANG

PEMBERI.AKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PEMTLII{AN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENIGENMN PAIAK I,ENDARJMN

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDAFIMN BERMOTOR

Menimbang : a.

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALCI,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pas;al 16 Ayat (1) pr:ratr,rran Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2t$r2 tentang perhiturrgan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik f,lam:r Kendaraan
Bermotor, maka perlu pemberlakuan sLlcara mutatis mutandi:; peraturan

Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan Peraturan Guberrnur;

bahwa berdasarkan Peraturan Menterli Dalam Negeri Nomcrr 29 Tahun
20L2 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada L.ampiran l,
tidak mencantumkan Nilai Jual Kerndareran Bermotor Tahun zoo7
kebawah, sehingga Peraturan Gubernur (Gorontalo Nomor' 26 Tahun

20L2, sebagaimana telah diubah dengian Peraturan Gutrcrnur Gorontalo
Nomor 37 Tahun 20t2, perlu diganti.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Giubernur Gorontilto tentang
Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Perilturan Menteri Ditlam Negeri
Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar pengenaan pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nanrra Kendaraan Bermotrlr;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia Nomor 4060);

undang-undang Nomor 32 Tahun 20ct4 tentang pemerintalran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun z0o,+ Nomor tzs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dr:ngan undang-

Mengingat : 1.

b.

c.

2.
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3.

4.

5 .

6.

7.

8.

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Ater:; Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarrg pemerintaharr Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2009 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 4g44'.t,;
undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan iKeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintarhan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor L26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 443tJ);

Undang-undang Nomor 22 Tahun iltlOg tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Repubrlik Indonesiia Tehun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubrik tndonesia
Nomor 5025 );
undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajalk Da,erah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara t{upublik Indonesiil Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Neglara Republik .tndonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun i1007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan antara pemerintah, Penr,erintahan Daerah prrryinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor afi7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulblik Indonesia Nomor ll9 Tahun
20rz tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak l(endaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo l,lomor 5 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Talrun 20tL

Nomor 05, Tambahan Lembaran Daelrah Provinsi (3orontalo

Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TEI{TANG PEMBERI.AKUAI\ SECAM

MUTANS MUTANDIS PERATURAN MENTHIRI DAI.AM NEGEIRI NOMOR 29

TAHUN 2OT2 TENTANG PENGHITUNGAII DASAR PENGENAI\IN PAJAK

KENDARJMN BERMOTOR DAN BEA BALIK I\AMA KENDARMN BEII.MOTOR.-
',1'l

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksucl dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan berroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat clan rligerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya r:nergi teftentu rrenjadi tenaga
gerak Kendaraan bermotor yang bersan,gkutan, termasuk alat.'alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasin)/a menggunakan roda llan motor

dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan trerm:,tor yang

dioperasikan di air.

2. Kendaraan Bermotor Angkutan umum adalah setiap Kerndaraan yang

digunakan untuk angkutan barang darr/atau orang dengan dipungut

bayaran.

3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjuttnya clisingkat PKEI, adillah pajak

atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor,
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yanrg selanjutnya disingkat BBN-KB,

adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan bermotcr sebagai

akibat perjanjian dua pihak atau perburatan sepihak atau
keadaaan yang terjadi karena jual beli, tulcar menukar,hibah,warisan,atau
pemasukan kedalam badan usaha.

5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adal;ah l(endaraan bermotor yang

mengalami perubahan teknis dan/atau serta pernggunaannya.

6, Alat-alat berat dan alat-alat besar yang lbergerak adalah alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasiny'er menggunakan roda rlan motor

dan tidak melekat secara permanen.

7. Nilai lual Kendaraan Bermotor,yang selanjutnya disingkat NJKII, adalah
Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan bermotor.

8. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnyar distngkat HPU, adalah harga

rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat

9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tal'run yang

ditetapkan berdasarkan registrasi dan idenrtifikasi oleh pihakl berruenang.

10. Umur rangka/body adalah umur kendaraian benmotor di air yanr; dihitung

dari tahun pembuatan rangka/body.

11. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan bermotor di air yanrl dihitung
dari tahun pembuatan. 

*
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BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAF,I\N

DASAR PENGENMN PKB DAN BEiI{KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor Yang

Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan lrlat-Alat Besar

Pasal 2
(1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB ditetapl<an berdasarkan perkafian

dari 2 (dua) unsur pokok :

a. NJKB; dan

b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kelrusalen jalan

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan l<endaraan

bermotor.

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan

berdasarkan HPU atas suatu kendaraan brermotor pada minggu pertama

bulan Desember tahun 2011.

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinlratat:iln dalam
koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebifr besar dari 1 (satu).

(4) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pader ayat (3)

berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkun<;an oleh
penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam bartas toleransi.

(5) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimak;rtd pada

ayat (4) berafti penggunaan Kendaraarn Bermotor dianggap melewati

batas toleransi.

(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penertapan sebagai

berikut :

a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan s;ejenisnya

sebesar 1 (satu); dan

b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga),

Pasal 3

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalarr umLlm, dasar
pengenaan PKB adalah NIKB.

Pasaf 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadi|an dasar

pengenaan BBN-KB. 
,li
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Pasal 5
(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan unlrJm orang

ditetapkan sebesar 600lo (enam puluh per:;en) dari dasar pengenaan pKB.

(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendarilan bermotor angkutern umum
orang ditetapkan sebesar 600/o (enarn puluh persen) derri dasar
pengenaan BBN-KB.

(3) Dasar pengenaan PKts untuk kendaraarn hermotor angkuhn umum
barang ditetapkan sebesar 80o/o (delapran puluh persen) clari dasar
pengenaan PKB,

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutarn umum
barang ditetapkan sebesar 80o/o (delapan puluh persen) cari dasar
pengenaan BBN-KB.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk.

Pasal 6

NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitunglan PKB dan BBN-K.B cliitetapkan
berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilaijual ubah berrtuk.

Pasal 7

Penetapan perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Berrnotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis rodar Dua yang dirubah bentuk atau

dirakit sedemikian rupa, maka besarnya nilai ,iual ditambah sebagai llerikut :

a. tahun pembuatan 20L2 sebesar Rp. 2.500.rC00,-

b. tahun pembuatan 2011 sebesar Rp. 2.000.1000,-

c. tahun pembuatan 2010 sebesar Rp. 1.500.(100,-

d. tahun pembuatan 2009 ke bawah sebesar R,p. 1.000.000,-

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan d[ Air

Pasal 8

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB rlan BBN-KB untuk llr-.ndaraan

bermotor yang dioperasikan di air ditetarpkan berdasarkan perriumlahan

nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan lbermotor

di air.
l t,,lf
r ' l '
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(2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air setr,agaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPIU a[as suatu

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertilma bulan

desember tahun 2011,

(3) Nilai jual rangkal body kendaraan bermotor yang dioperasil<an di air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenir;, isi kotor

(GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fung;si, dan umur

rangka/body.

(4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan diair

sebagaimana dimaksud pada ayat r[:t) dibedakan rnenurut daya

kuda/horse power dan umum motor.

Pasal 9

(1) Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air setragaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan

konstruksi rangka/body, yaitu :

a. kayu;

b. serat,fi ber,karet,dan sejenisnya; dan

c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnyil.

(2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air rJikel:rmpokkan

berdasarkan fungsi :

a. angkutan penumpang dan/atau baran,g;

b. penangkap ikan;

c. pengerukan; dan

d. pesiar,olah raga atau rekreasi.

Pasal 10

NJKB untuk kendaraan bermotor yang dircperasikan di air setragaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dijadikan der:;ar pengenaan PFIE} d;rrr BBN-KB
untuk kendaraan bermotor yang dioperasikanr di air.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berill dan

Alat-alat Besar

Pasal 11

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan

bermotor alat-alat berat dan ala-alat besar dltetapkan berdasarlcan NIKB

alat-alat berat dan alat-alat besar, S
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(2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar s;ebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan HPU atas su,atu kendaraan bermotrlr alat-alat
berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember 2011.

Pasat 12

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksucl dalam Pasal
11 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKl3 dan BBN-KB untuk kendaraan

bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

BAB III

KETENTUAN I.AIN.I.AIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Kepala Badan Keuangran Daerah
Provinsi Gorontalo melaksanakan dan melaporkan hasilnya kepilda Gubernur
Gorontalo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, rnaka:

a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun ',7012 tentang

Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengeneran Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan lSermotor,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontillo Nomor

37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur r3orontalo

Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Secara Mr;tafis Mutandis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 20tit tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kerndaraan Bermotor rCan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, dicabut dan rJinyatakan tidak berlak:u.

b. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberlaku,an secara

Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ,lif Tahun 2011

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan flenrrotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

1. Kendaraan Bermotor tahun buat 2008 sampai dengan Tarhun 2011

dinyatakan tidak berlaku;

2. Kendaraan Bermotor Tahun buat 2007 kebawah masil'r tetap berlaku

sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut. .lf
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Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan berlaku

surut terhitung mulai tanggal 26 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan prenr;undangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita D,aer,ah Provinsi
Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOM(IR 43
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
14 Desember 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
14 Desember 2012


